Nomor :5

BERITA DAERAH

KABUPATEN NIAS SELATAN
Seri : A

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA

Menimbang

Mengingat

DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DI KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

bahwa penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa
bersumber dari Alokasi Dana Desa;

bahwa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten
Nias Selatan bersumber dari Alokasi Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Besaran Penghasilan
Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias Selatan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU} Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41
Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841};




Menetapkan

10.

1k

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1S7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 892);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor
2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 80 TAHUN
2022 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan




Bupati adalah Bupati Nias Selatan

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;

5. Kepala desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh
penduduk desa yang bersangkutan

6. Pelaksana jabatan (Pj.) adalah seseorang yang ditunjuk untuk
menduduki jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa
selama pejabat yang defenitif belum terpilih atau diangkat

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

8. Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang
terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis dan pelaksana
kewilayahan

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut
APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

11. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat dengan
RKUD

12. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat dengan RKD

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah

dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi
khusus.
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Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor
08 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di
Kabupaten Nias Selatan, diubah sebagi berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan
Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa dalam dua tahap penyaluran setelah
pemerintah daerah menerima dokumen laporan realisasi ADD
dari pemerintah desa.




2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

(1) Pimpinan dan Anggota BPD diberikan tunjangan yang
bersumber dari Alokasi Dana Desa dan dianggarkan dalam
APBDesa.

(2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi
secara Proporsional sesuai kedudukan dan jabatan BPD,
dengan ketentuan :

a. Ketua BPD sebesar Rp. 600.000,-
b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 550.000,-
c. Sekretaris BPD Sebesar  Rp. 450.000,-
d. Anggota BPD sebesar Rp. 400.000,-

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA
Pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

IKHTIAR DUHA
Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 5




